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ABSTRAK 
Dalam undang-undang nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara mengatakan 
bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana 
tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari 
intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu 
menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai 
unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlunya peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil 
tercantum dalam penjelasan umum UU RI No. 43/1999 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagai 
berikut :  Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat 
tergantung pada kesempurnaan Aparatur Negara. 
Kata Kunci : Kinerja, BKD, Prestasi
PENDAHULUAN
Fungsi utama dari aparatur pemerintah adalah mengabdi pada masyarakat dan pada 
kepentingan umum dengan alat perlengkapannya yang ada. Dalam melayani kepentingan umum 
aparatur pemerintah sebagai abdi, bukan sebaliknya mencari keuntungan atau mengutamakan 
kepentingan pribadi atau golongan. 
Dalam UU RI No. 43/1999 tentang Pokok Kepegawaian dikatakan bahwa: Dalam rangka 
mencapai Tujuan Nasional untuk mewujudkan masyarakat sosial yang taat hukum, berperadaban 
demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan aparatur 
negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan 
merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan 
UUD 1945.
Dengan adanya peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat diperoleh 
Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang dapat 
melaksanakan tugas dengan baik dan tanggungjawab, loyal terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara, 
pemerintahan serta mampu memotivasi diri agar diperoleh hasil kerja yang lebih berhasil guna dan 
berdaya guna.
Sejalan dengan maksud diatas bisa dilihat bahwa Pegawai Negeri sebagai aparatur yang 
merupakan Sumber Daya Manusia yang memegang peranan penting dan sangat menentukan karena 
Pegawai Negerilah pelaksana pemerintah yang merumuskan kebijaksanaan Negara dalam rangka 
melancarkan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Lebih lanjut dikatakan oleh 
Kartasasmitha (2007 : 57) bahwa “Manusia adalah Sumber Daya Pembangunan yang paling utama 
diantara Sumber Daya lain yang harus terus menerus dibangun kemampuan dan kekuatannya 
sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan”. Dalam rangka peningkatan Sumber Daya 
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2Manusia, pembangunan aparatur Negara sangatlah dibutuhkan. Hal ini disebabkan bahwa salah satu 
penunjang kelancaran. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama terletak 
pada kesempurnaan Aparatur Negara lebih khusus lagi ialah Pegawai Negeri Sipil yang merupakan 
unsur terbesar dalam Aparatur Negara. Pegawai Negeri Sipil disamping dituntut dan dibutuhkan 
dalam segi kuantitasnya yang mencukupi juga ditujukan dengan prestasi kerja dalam menjalankan 
tugas dan tanggung jawabnya.
Berdasarkan pendapat diatas bahwa kualitas Pegawai Negeri di Pemerintah Kabupaten 
Bolaang Mongondow Utara pada umumnya masih terbatas dalam arti sebagian masih belum 
mengerti mengenai tugas pokok dan fungsinya, kurangnya kemampuan aparat dalam menjalankan 
teknologi seperti komputer, internet, pengetahuan aparat akan pekerjaan yang harus dilakukan 
seperti pembuatan laporan tertulis maupun tidak sehingga menyebabkan pekerjaan yang terkesan 
asal-asalan dan tidak maksimal, mengingat betapa pentingnya kualitas Sumber Daya Pegawai 
Negeri Sipil dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, pelayanan masyarakat dituntut untuk
selalu berupaya untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai.
B. Rumusan Masalah
Bertitik tolak dari hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah 
sebagai berikut :
“Bagaimana Kinerja Badan Kepegawaian Daerah untuk meningkatkan Prestasi Kerja 
Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?”
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui Kinerja Badan Kepegawaian Daerah di Pemerintah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Utara peningkatan prestasi kerja aparatur.
D. Manfaat Penelitian
Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat :
1. Secara teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan 
Jurusan Ilmu Pemerintahan
2. Secara Praktis
a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan input bagi Badan Kepegawaian Daerah dalam meningkatkan 
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat berdayaguna dalam penyelenggaraan 
pembangunan dan pelayanan masyarakat.
b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti lebih lanjut dengan 
kajian lebih mendalam di Bidang Kepegawaian
TINJAUAN PUSTAKA
Konsep Kinerja
          Kinerja adalah terjemahan-terjemahan dari istilah “performance” yang umumnya di artikan 
sebagai tingkat prestasi atau tingkat produktivitas atau tingkat keberhasilan seseorang, sekelompok 
orang, atau organisasi selama satu periode waktu tertentu.
             Pada tingkat organisasi maka kinerja menunjukan tingkat pencapaian pelaksanaan atau 
kegiatan/prorgam kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. (LAN 
1999).
              Sedangkan pada tingkat individu anggota organisasi kepada organisasinya (chung dan 
meggiston dalam cerdoso cames 1999) adalah catatan out comes yang dihasilkan dari fungsi suatu 
pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama satu periode waktui tertentu. Kinerja atau prestasi 
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kinerja merupakan salah satu aktvitas penting dari pada manajemen sumber daya meanusaia dalam 
organisainya. Menurut Handoko (1985) penilaian kinerja adalah suatu proses melalui nama 
organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi karyawanya. Jhon Bernadin dan Joyce Ruses (dalam 
comes, 1999) mengemukakan bahawa performens atau kinerja sangat dipengaruhi olah pengetahuan 
skill, kemampuan sikap dan isi keda depedprilaku dari organ-organ itu sendiri. Menurut kamus 
besar bahasa Indonesia edisi kedua  departmen pendidikan dan kebudayaan 1999, kata kinerja 
adalah suatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja.maka dari itu berbagai 
definisi kinerja dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu kemampuan atau kemahiran 
seseorang atau kelompok orang dalam mewujudkan sasaran ataupun tujuan dari suatu kelompok.
Pengertian Kepegawaian
Menurut Handoko (1999 : 17) menjelaskan bahwa “Bagian Kepegawaian adalah departemen 
pelayanan yang membantu para karyawan dari pimpinan organisasi”. Sedangkan menurut 
Manullang Bagian Personalia adalah “Bagian urusan pegawai merupakan “service department” 
yang membantu mengerjakan segala masalah kepegawaian yang dihadapi oleh setiap pimpinan”.
Dengan demikian Bagian Kepegawaian adalah bagian yang menangani masalah individu 
atau personal yang apabila hal ini diaplikasikan dalam organisasi adalah mengenai para pegawai 
atau karyawan. Berkaitan dengan hal ini maka Bagian Kepegawaian mempunyai peranan yang 
sangat menentukan dalam pengelolaan dan peningkatan kualitas pegawainya. Hal ini dapat 
dimaklumi karena keberhasilan organisasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh aparatur
pelaksananya.
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
Bahwa keberhasilan dari organisasi sangat ditentukan oleh Prestasi Kerja Pegawai. Dengan 
demikian maka pembinaan Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk meningkatkan prestasi kerja 
pegawai.
Dalam hal ini prestasi kerja menurut Nainggolan (1987:25) ialah “hasil yang dicapai oleh 
seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya”.
Sehubungan dengan pernyataan tersebut diatas, Soetomo (1985:64) menjelaskan bahwa :
a. Prestasi Kerja adalah hasil yang dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan 
tugas yang dibebankan kepadanya.
b. Pada umumnya prestasi kerja dipengaruhi oleh kecakapan, ketrampilan, pengalaman dan 
kesungguhan Pegawai Negeri Sipil.
Berdasarkan pertanyaan diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil 
ialah hasil kerja yang dicapai oleh Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan tugasnya secara 
berdayaguna dan berhasilguna serta dapat meningkatkan status pegawai yang bersangkutan.
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menjadikan 
manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan 
pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam 
Moleong, 2000 : 3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
B. Fokus Penelitian
Dengan demikian maka fokus dalam penelitian sangat penting karena dengan fokus ini akan 
sangat membantu peneliti mengungkapkan data yang akan dikumpulkan, diolah dan dianalisis, 
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kerja pegawai” penulis mengambil teori dari Handoko (1999:34) maka yang menjadi fokus 
penelitian disini adalah :
a. Upaya peningkatan prestasi kerja, yang terdiri dari :
1. Pemberian motivasi
2. Peningkatan kemampuan pegawai
3. Penetapan kejelasan akan peran
b. Prestasi kerja meliputi:
1. Kuantitas hasil kerja
2. Kualitas hasil kerja
3. Ketepatan waktu dan penyelesaian tugas.
C. Informan Penelitian
Dalam penelitian ini informan dipilih beberapa informan yang dianggap memiliki 
pengetahuan yang baik tentang peningkatan prestasi pegawai di Badan Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapun Informan dalam penelitian yaitu :
1. Kepala Badan Daerah Kepegawaian Pemkab Bolmut
2. Kepala Sub Bagian Badan Kepegawaian Pemkab Bolmut
3. Kepala Sub Bagian Bidang Perencanaan Badan Kepegawaian Pemkab Bolmut.
4. Kepala Sub Bagian Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Pemkab Bolmut.
5. Kepala Sub Bagian Diklat Badan Kepegawaian Pemkab Bolmut.
6. 4 Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
D. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data akan dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada 
pendekatan kualitatif, yaitu observasi , wawancara mendalam (in depth interview) dan studi 
dokumen (Sugiyono, 2007:147). 
1. Data Primer
2. Data Sekunder
E. Teknik Analisa Data
Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil 
observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-
temuan yang berdasarkan permasalahan yang diteliti. Analisis data menurut Patton (dalam 
Moleong, 2003 : 103) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, 
kategori dan satuan urutan dasar. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang 
penelitian berlangsung. Sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus 
menerus hingga pembuatan laporan penelitian
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
1. Kinerja BKD Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai
a. Pemberian motivasi
Pemberian motivasi kepada pegawai adalah salah satu upaya ke arah peningkatan prestasi 
kerja pegawai. Dengan pemberian motivasi tersebut akan dimungkinkan terjadi suatu peningkatan 
prestasi kerja. Hal ini karena pegawai akan terdorong untuk mendapatkan suatu penghargaan dan 
mereka berusaha menghindari terjadinya hukuman atas segala kegiatan hasil
kerjanya. 
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meningkatkan prestasi kerja pegawai dalam memberikan motivasi baik berupah pemberian 
langsung maupun hukuman kepada pegawai yang melakukan pelanggaran penulis mewawancarai 
informan salah satunya pegaawai Bpk. Markus Mait, beliau mengatakan : Pemberian motivasi yang 
diberikan pimpinan kepada kami pada umumnya apabila melaksanakan dinas diluar diberikan 
Uang perjalanan dinas dan jumlahnya tergantung dari berapa lama tugas, jarak, dan kepentingan. 
Pada umumnya setiap dinas pemerintah memberikan hal-hal tersebut, saya rasa hal-hal tersebut 
dapat memotivasi pegawai untuk bekerja. Apabila pegawai melakukan pelanggaran biasanya kami 
diberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis sesuai pelanggaran dan intensitasnya.
Upaya lain yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah selain memberi insentif dan 
pengangkatan dalam jabatan adalah mutasi pegawai.
Mutasi pegawai adalah merupakan suatu bentuk pembinaan pegawai dimana dengan 
mutasi pegawai diharapkan dapat memberikan suasana kerja baru yang lebih baik dan menambah 
pengalaman pegawai seta menghindarkan kebosanan kerja. Manfaat yang dirasakan dengan 
diadakannya mutasi pegawai yang antara lain memperoleh pegawai potensial pada jabatan yang 
tepat, memberikan pengalaman kerja dan kemampuan yang lebih kepada pegawai, mencegah 
kebosanan kerja dan kemampuan yang dapat mengurangi semangat kerja dan bagi organisasi sendiri 
dengan adanya mutasi pegawai dimungkinkan adanya suasana baru.
b. Peningkatan Kemampuan Pegawai
Bahwa upaya kedua yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Dalam rangka 
meningkatkan prestasi kerja pegawai adalah meningkatkan kemampuan pegawai melalui sub bagian 
pendidikan dan pelatihan pegawai telah melaksanakan beberapa cara, antara lain ialah pengiriman 
pegawai untuk mengikuti pendidikan struktural dan teknis fungsional. 
Adapun jenis kegiatan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badan Kegiatan Daerah 
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meliputi:
1) Latihan pra jabatan bagi calon pegawai negeri sipil.
2) Diklat pimpinan
3) Penataran-penataran di bidang fungsional
Kemudian guna mengikuti Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 
Utara yang telah dikirim untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan structural teknik fungsional dan 
kursus-kursus yang dapat dilihat pada tabel – table berikut ini:
Tabel. Jumlah pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang 
mengikuti data struktural.
No Jenis Diklat Teknis Fungsional
Jumlah pegawai yang dikirim
2010 2011 2012
1 Kursus/pelatihan 18 23 25
2 Ijin Belajar 5 6 8
3 Ujian Dinas 6 6 9
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2013
Berdasarkan data pada diatas dapat diketahui bahwa diketahui selama 3 tahun struktural 
mengalami peningkatan. 
c. Pemberian Kejelasan atas Peran
Pemberian kejelasan atas peran setiap pegawai adalah merupakan sesuatu hal yang 
diperlukan dalam rangka meningkatkan kerja. Penetapan kejelasan akan peran tersebut 
dilaksanakan dengan menetapkan job description serta menentukan uraian tugas bagi setiap 
pegawai, sehingga mereka dalam menjalankan pekerjaannya mempunyai acuan yang terperinci dan 
baku. Disamping itu dengan memberikan kejelasan peran kepada pegawai dapat menghindari 
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tercapainya tujuan organisasi.
Dari hasil wawancara dengan seorang informan staf di bidang informas kepegawaiannibu. 
Evie Kambey mengenai kejelasan atas peran beliau mengatakan : Kejelasan atas peran kami staf 
yang diberikan oleh pimpinan BKD saya rasa berjalan dengan baik, adanya tugas pokok dan fungsi 
yang jelas yang tertulis memudahkan kami dalam melaksanakan pekerjaan. Hal senada dikatakan 
oleh kasubag Kesejahteraan Pegawai M. Salindeho, S.Sos beliau mengatakan : Pembagian Kerja di 
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara saya nilai sudah cukup baik, 
terlihat dengan lancarnya pekerjaan yang dilakukan tanpa ada keluhan perbenturan pekerjaan.
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian kejelasan peran 
kepada pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah 
dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dengan adanya perincian fungsi dan tugas pokok dari setiap 
bagian serta adanya pembagian pekerjaan oleh atasan kepada stafnya.
2. Prestasi Kerja Pegawai Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 
Utara
Berkenaan dengan yang penulis kemukakan mengenai prestasi kerja, maka yang penulis 
gunakan dalam mengukur prestasi kerja adalah kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu. Tetapi 
dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak mengadakan pengukuran disebabkan penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif. 
Dalam hal ini yang penulis lakukan hanya mendiskripsikan hasil wawancara beberapa orang 
pegawai. Dalam rangka meningkatkan prestasi kerja ini dapat juga dilakukan oleh pimpinan 
(atasan) dengan memberikan motivasi kepada bawahannya. 
Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pendapat pegawai terhadap pemberian motivasi 
yang dilakukan oleh atasan, terbukti dengan pernyataan beberapa informan staf yang ada di BKD 
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara salah satunya Bpk. Berthy Pondaag beliau mengatakan : 
Atasan kami (kepala dinas) cukup sering memberikan kami motivasi dalam bekerja seperti 
mengunjungi kami di meja hanya untuk menanyakan pekerjaan yang kami lakukan, hal ini cukup 
memberikan kami motivasi kami dalam bekerja juga pimpinan memberikan penghargaan bagi yang 
berprestasi dan hukuman pada yang melakukan pelanggaran.
a. Kualitas hasil pekerjaan
Prestasi kerja juga diukur dari kualitas hasil pekerjaan atau mutu yang dihasilkan dalam 
penyelesaian tugas. Berdasarkan wawancara kepada kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan 
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Bpk. Ferdinand Tangkudung 
beliau mengatakan : Kualitas hasil kerja pegawai di kantor BKD Kabupaten Bolaang Mongondow 
Utara ini saya dapat simpulkan baik, karena berdasarkan kinerja yang mereka tunjukkan melalui 
laporan baik lisan maupun tulisan kepada saya, sebagian besar bekerja dengan baik, walaupun 
tidak dapat dipungkiri ada beberapa tugas yang berjalan tidak sempurna. Untuk meningkatkan 
kualitas pekerjaan pegawai kami melakukan arahan, motivasi dan pengawasan.
b. Ketepatan Waktu
Selanjutnya untuk melihat prestasi kerja yaitu ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas, 
dimana dalam hal ini dapat dilihat juga bahwa dari sejauh mana pengaruh pemberian motivasi, 
peningkatan kemampuan dan penetapan kejelasan atas peran yang dirasakan untuk dapat  
meningkatkan atau memicu penyelesaian tugas tepat pada waktunya. Hal ini tidak luput dari upaya 
pemberian motivasi, peningkatan kemampuan dan penetapan kejelasan atas peran yang dilakukan 
Badan Kepegawaian.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian motivasi, peningkatan kemampuan 
dan penetapan kejelasan atas peran berpengaruh terhadap penyelesaian tugas tepat pada waktunya. 
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pemberian insentif, kejelasan tugas serta pelatihan memicu pegawai untuk menyelesaikan pekerja 
tepat pada waktunya. Sehingga dengan selesainya pekerjaan tepat pada waktunya tersebut, pegawai 
merasa tidak terbebani dengan pekerjaan tersebut. Dan pegawai dapat mengerjakan pekerjaan yang 
lain. Yang tentunya hal tersebut sangat mendorong pegawai dalam bekerja sesuai dengan waktu 
yang telah ditentukan dalam rangka tuntutan tugas dan tanggung jawab tersebut.
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan dengan mengikuti pendidikan dan latihan dapat 
berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya. 
Peningkatan kemampuan juga dapat mendorong penyelesaian tugas tepat pada waktunya 
dengan mengikuti Diklat Bendahara Pegawai khususnya bendahara lebih mengerti hal-hal yang 
berhubungan dengan perbendaharaan. Sehingga pegawai dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan 
petunjuk atau aturan yang telah ditentukan. Dan pengetahuan di bidang keuangan bertambah 
dengan adanya Diklat tersebut. Dimana dengan demikian pegawai dapat menyelesaikan tugas 
tersebut tepat pada waktunya dan tidak ada tunggakan. 
PEMBAHASAN
1. Upaya-Upaya Peningkatan Prestasi Kerja
a. Pemberian Motivasi
Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan upaya peningkatan prestasi kerja pegawai 
melalui pemberian motivasi telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh Badan Kepegawaian. 
Pemberian insentif kepada pegawai yang  berhak menerima perlakuan secara rutin dan sedetail serta 
tepat waktu. Hal ini sedikit banyak mendorong pegawai untuk lebih kreatif, sehingga pekerjaan 
yang lebih dapat dihasilkan mempunyai kualitas dan kuantitas yang lebih baik. 
Selain penghargaan Badan Kepegawaian juga telah menetapkan hukuman berupa sanksi 
terhadap pegawaian melakukan pelanggaran baik kategori berat maupun ringan. 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif negatif (hukuman) 
mempunyai dua manfaat yaitu pertama dapat memotivasi pegawai untuk disiplin dan tidak 
melanggar peraturan yang ada serta yang kedua dengan adanya disiplin pegawai akan menunjang 
peningkatan hasil kerja yang lebih baik.
b. Peningkatan Kemampuan Pegawai
Upaya kedua yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dalam meningkatkan prestasi kerja  
pegawai adalah dengan meningkatkan kemampuan pegawai, yang meliputi pengiriman pegawai 
untuk mengikuti pendidikan latihan penjenjangan baik struktural maupun fungsional, pengiriman, 
pegawai untuk mengikuti kursus-kursus dan penataran, pengiriman tugas belajar serta belajar serta 
pemberian ijin belajar kepada pegawai.
Adapun yang dimaksud pendidikan dan latihan struktural adalah pendidikan secara 
bertingkat dalam bidang tugasnya bagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan 
struktural tertentu, sehingga diharapkan mampu memimpin dan melaksanakan tugas-tugas umum 
pemerintahan dan pembangunan di jajaran Departemen Dalam Negeri. Selain upaya peningkatan 
prestasi kerja yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian ialah dengan mengirimkan pegawai 
untuk mengikuti pendidikan dan latihan teknis fungsional, kursus maupun penataran terus 
diupayakan, mengingat bahwa jumlah bagian yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Bolaang Mongondow Utara sangat banyak sudah barang tentu dibutuhkan pegawai yang 
profesional atau ahli pada bidang tugasnya masing-masing.
c. Penetapan Kejelasan atas Peran
Data hasil wawancara dan pengamatan langsung pada objek studi dapat dinyatakan bahwa 
penetapan kejelasan atas peran yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian telah dilakukan dengan 
8baik. hal ini terbukti telah disusunnya Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 
Nomor 42 Tahun 2012, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang mengatur tentang tugas dan fungsi setiap 
pemimpin dapat diatur dan ditetapkan sehingga keseluruhan potensi yang ada dapat dicurahkan 
untuk mengerjakan tugasnya secara maksimal, sehingga berdampak bahwa pekerjaan yang 
dihasilkan bisa optimal.
2. Prestasi Kerja Pegawai
a. Kuantitas Hasil Pekerjaan
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pekerjaan yang dihasilkan dapat 
lebih meningkat dengan adanya penetapan kejelasan atas peran. Selain itu diketahui bahwa seluruh 
pegawai memberikan tanggapan positif terhadap pemberian motivasi, peningkatan kemampuan dan 
penetapan kejelasan atas peran dalam mempengaruhi kuantitas atau jumlah pekerjaan yang 
dihasilkan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah yang dihasilkan dapat 
dipengaruhi oleh pemberian motivasi, peningkatan kemampuan dan penetapan kejelasan pekerjaan 
atas peran. 
b. Kualitas Hasil Pekerjaan
Prestasi kerja juga diukur dari kualitas hasil pekerjaan yaitu mutu yang dihasilkan. Dimana 
berdasarkan hasil wawancara dengan kepala BKD menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan 
kualitas atau mutu pekerjaan yang dihasilkan. Hal ini didorong dengan pemberian motivasi, 
peningkatan kemampuan dan penetapan kejelasan atas peran yang dilakukan selama ini. Hal 
tersebut juga disampaikan oleh beberapa orang staf upaya-upaya tersebut dalam meningkatkan 
kualitas hasil pekerjaan. 
c. Ketepatan Waktu
Selain dari kedua tersebut diatas prestasi kerja pegawai dapat diukur dengan ketepatan 
waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, dimana berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid 
Pembinaan yang menerangkan bahwa penyelesaian pekerjaan telah dilaksanakan tepat pada 
waktunya. Hal ini didorong dengan adanya pemberian motivasi peningkatan kemampuan dan 
penetapan kejelasan atas peran. Hal serupa juga disampaikan oleh beberapa orang staf yang hamper 
seluruhnya memberikan tanggapan positif terhadap pengaruh pemberian motivasi, peningkatan 
kemampuan dan kejelasan atas peran terhadap ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. 
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan setelah menganalisanya, maka berikut ini 
penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :
1. Upaya yang dilakukan oleh BKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam rangka 
meningkatkan prestasi kerja pegawai terdiri dari :
a. Pemberian motivasi yang diusahakan dengan pemberian insentif dan hukuman.
b. Peningkatan kemampuan pegawaian dengan cara mengirimkan pegawai untuk mengikuti 
pendidikan dan latihan struktural.
c. Dengan cara pemberlakuan pembagian tugas kepada masing-masing pegawai.
2. Keadaan aparatur/pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 
Utara secara umum mempunyai prestasi kerja baik. Hal ini didasarkan pada hasil pekerjaan yang 
baik dan didasarkan pada waktu penyelesaian pekerjaan adalah sesuai dengan waktu yang 
ditetapkan merupakan hasil yang positif dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan 
Kepegawaian Daerah dalam rangka meningkatkan prestasi kerja pegawai.
93. Prestasi kerja yang baik ini juga didukung dengan adanya daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan 
sebagai evaluasi mengenai pelaksanaan tugas seorang pegawai yang bersangkutan mempunyai 
prestasi kerja yang baik/tidak. Dengan demikian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dapat 
merupakan salah satu tolak ukur mengetahui prestasi kerja pegawai.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam rangka meningkatkan kerja 
pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara maka dapat 
diberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai, pengirim pegawai untuk 
mengikuti diklat struktural diutamakan mereka yang telah memegang jabatan/mereka yang lebih 
senior baik dari segi kepangkatan serta masa kerja. Sehingga tidak menimbulkan kecemburuan 
sosial di antara pegawai. Disamping itu agar persyaratan untuk menduduki suatu jabatan benar-
benar terpenuhi.
2. Disamping itu dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai juga diberikan kemudahan ijin 
belajar karena dengan adanya ijin belajar tersebut memungkinkan pegawai untuk memperoleh 
pendidikan yang lebih tinggi dan apabila dilihat dari segi kepangkatan mereka akan dapat 
mencapai pangkat yang lebih tinggi sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Sehingga diharapkan 
dengan diberikan ijin belajar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan prestasi kerja 
pegawai.
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